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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.
158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
IndonesiaNo. 0453b/U/1987 Pedoman transliterasi untuk menulis kata-
kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia
sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin.

A. Konsonan Tunggal

Huruf .
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Jlif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
e ba’ B -
< ta’ T -
& o/a’ ; s dengan titik di
atas
z jim j -
ha dengan titik di
ha’ h
C 1 i bawah
d kha’ kh -
> dal d -
N sal 5 zet dengan titik di
atas
J ra’ r -
B) zai z -
S sin S -




5 syin sy -
es dengan titik di
d
il i i bawah
: de dengan titik di
dad d
l 4 ’ bawah
b ta’ ; te dengan titik di
' ' bawah
b 72’ , zet dengan titik di
' ] bawah
. koma terbalik di
‘ain §
& atas
i gain g _
S fa’ f i
J qaf q _
J kaf k _
J lam 1 .
Y mim m -
o nun n -
J wau W -
» ha’ h _
s hamzah y Apostrof
¢ ya’ y .
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B. Konsonan Rangkap, Termasuk Tanda Syaddah, Ditulis
Lengkap

Lo~ : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ marbutah

1.

4.

Transliterasi 7a’ Marbutah hidup atau dengan harakat,
fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau
CGh’?‘

Contoh:

il 8y Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

Transliterasi 7a’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: 4>lb — Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “a/” dan bacaan

kedua kata itu terpisah maka fa’ marbutah itu

ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: &»9, &3\ — Raudah al-Jannah

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.
Contoh:

delar : ditulis Jama’ah
Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

A dows - ditulis Ni’matullah

sl 88y ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1.

Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
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No | Tanda Vokal Nama Hur.u f Nama
Latin
1 B Fathah a a
2 Ny Kasrah 1 1
3 - Dammah u u
Contoh:
S - Kataba a4y — Yazhabu

Jw —Suila

Vokal Rangkap/Driftong

o -

Zukira

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai

berikut:
Tanda Huruf
Nol vVokal hNamig Latin | \ama
. Fathah dan
1 - , a a
¥ ya
. Fathah dan . .
2 4 ’ 1 1
waw
Contoh:
&S Kaifa Je>: Hlaula

E. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Huruf
No'l Vokal Nama Latin Nama
1 ‘ Fathah dan alif a @ bergaris
atas
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) Fathah dan a bergaris
Alif layinah atas
3 Kasrah dan 1 bergaris
ya’ atas
4 Dammah dan u bergaris
waw atas
Contoh:
Ogd - Tuhibbiina
oLy : al-Insan
)

J2

F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Dipisahkan Dengan Apostrof

(,:Jﬁ

&

- ditulis a antum

: ditulis mu’annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan ““al” dalam lafadz jala>lah
yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan

(idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut

mi:

R >

1,4

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf

Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...

Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan...
Masya’Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

Billah ‘azza wa jalla.
Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
: ditulis al-Qur’an

syamsiyah yang mengikutinya.
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O] : as-Sayyi’ah

H. Huruf Ganda (Syaddah Atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf
yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.
Contoh:
e : Muhammad

N 35\ :al-Wudd

I. Kata Sandang “J) «
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf
syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.
Contoh:

0‘;3‘ : al-Qur’an
FPR] : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf
kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan
penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf
kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”,
dil.

Contoh:
‘}L'JJ\ &’L‘y‘ : al-Imam al-Ghozali
Gw_\ t‘“‘h : al-Sab’u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila
dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka
huruf kapital tidak digunakan.



Contoh:
Al o s
P7-S f‘w & : Lillahi al-Amr Jamia

: Nasrun Minallahi

K. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas () atau
apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika
hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya
ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:

0.:.\31 (ajl; | : Thya’ ‘Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain,
karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga
dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

o) g g A & ' Wa Innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa Dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
tersebut
. ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul
Islam

! &
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ABSTRAK

Salsabila Inggita. 2025. Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
112/PUU-XX/2022. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Skripsi: Ayon Diniyanto, M.H.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam
pengujian uji materil terhadap UU KPK Pasal 34 bertentangan dengan
UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Kewenangan yang dilakukan
oleh MK dalam memutuskan putusan tersebut sejatinya merupakan
wewenang dari pembuat Undang-Undang. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan
MK Nomor 112/PUU-XX/2022, putusan ini menimbulkan pro-kontra
dalam ruang publik, adapun akibat dari putusan MK masa jabatan
pimpinan KPK berubah menjadi 5 tahun begitu pula dengan Dewan
Pengawas. Manfaat dari penelitian ini, untuk menambah pengetahuan
yang lebih mendalam tentang apa Polittk Hukum Masa Jabatan
Pimpinan KPK di dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022
tersebut terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia serta
memberikan referensi pada Mahkamah Kontitusi dan pemerintah dalam
perkembangan ilmu hukum dan politik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal/hukum
normatif dimana penelitian hukum yang mendasarkan analisis pada
peraturan perundang-undangan mengenai masa jabatan pimpinan KPK
dalam putusan MK dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber
hukum primer, kemudian penulis juga menggunakan karya ilmiah,
artikel dan buku sebagai bahan untuk analisis.

Peraturan perubahan masa jabatan pimpinan KPK adalah bagian
kewenagan dari pembentuk undang-undang, namun  dapat
dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan
menimbulkan ketidakadilan yang intorable, sehingga dalam hal ini MK
mampu menerobos kewenanganya. Mahkamah menilai masa jabatan 4
tahun tidak hanya diskriminatif namun juga tidak adil apabila
dibandingkan dengan lembaga yang lainnya yang sama-sama lembaga
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independen dan memiliki constitutional importance, dalam politik
hukum perubahan tersebut dipandang sebagai upaya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja KPK, namun jika dinilai
dari segi kewenangan MK tidak boleh sering-sering keluar dari batas
kewenagannya sebagai negative legislator.

Kata Kunci: Politik Hukum, Masa Jabatan Pimpinan KPK, Putusan
MK Nomor 112/PUU-XX/2022
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ABSTRACT

Salsabila Inggita. 2025. Political Law of the term of office of the
leadership of the Corruption Eradication Commission in the Decision of
the Constitutional Court Number 112/PUU-XX/2022. Thesis of the State
Administration Law Study Program at the Faculty of Sharia Faculty of
State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Thesis Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

Decision of the Constitutional Court Number 112/PUU-XX/2022
in testing the material test of the KPK Law Article 34 is contrary to the
1945 Constitution and has no binding legal force as long as it is not
interpreted "The leadership of the Corruption Eradication Commission
holds a position for 5 (five) years andcan be re -elected only for one term
of office ".The authority carried out by the Constitutional Court in
deciding the decision is actually the authority of the lawmaker. The
purpose of this study is to find out the political law of the term of office
of the KPK leadership in the Constitutional Court's decision Number
112/PUU-XX/2022, this decision raises the pros and cons in the public
sphere, as for the consequences of the Constitutional Court's decision
the term of office of the KPK leadership changed to 5 years as well as
the Supervisory Board. The benefits of this research, to increase more in-
depth knowledge about what is the political law of the term of office of
the KPK leadership in the Constitutional Court's decision Number
112/PUU-XX/2022 to the legal and political system in Indonesia and
provide references to the Constitutional Court and the Government in
Development of Law and Politics.

The type of research used is doctrinal/mormative law research
where legal research based on analysis of the laws and regulations
regarding the term of office of the KPK leadership in the Constitutional
Court's decision and the decision of the Constitutional Court as a source
of primary law, then the authors as wellUsing scientific papers, articles
and books as material for analysis.

The Constitutional Court judge assesses that the 4-year term is not
only discriminatory but is also unfair when compared to other
institutions that are both independent institutions and have constitutional
importance, in the politics of law the change is seen as an effort
tolncreasing the efficiency and effectiveness of the KPK's work, but if it
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is assessed in terms of the authority of the Constitutional Court, it must
not often come out of its authority as a negative legislator.

Keywords: Legal Politics, the term of office of the KPK leadership, the
decision of the Constitutional Court Number 112/PUU-XX/202
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-
XX/2022 memutus untuk mengubah masa jabatan pimpinan KPK
menjadi 5 tahun dari sebelumnya 4 tahun. Permohonan yang
diajukan oleh Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku wakil ketua
pimpinan KPK terkait pengujian materil terhadap Pasal 34 Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemmberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan Pasal 34 UU
KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara
bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai dengan “Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih
kembali hanya untuk satu kali masa jabatan”.!

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut
karena adanya perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap KPK
apabila disamakan dengan lembaga independen yang lain dengan
masa jabatan 5 tahun. Jika dilihat dari asas manfaat dan efisiensi,
periodesasi jabatan pimpinan KPK 5 tahun jauh lebih bermanfaat
dan produktif bersama satu masa jabatan Presiden.?

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk melalui peraturan
Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakam salah satu lembaga negara
dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang bersifat independen dan

! Bintari, R A., dkk. “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi
Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-
XX/2022)”. Recht Studiosum Law Review Vol 2, No.2 Nomvember (2023), hlm 111,E
ISSN-2962-7812.

2 Bintari, R A., dkk. “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi
Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-
XX/2022)”. Recht Studiosum Law Review Vol 2, No.2 Nomvember (2023), him 112,E
ISSN-2962-7812.



bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas
dan kewenangannya.’

Pimpinan KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
berdasarkan calon angggota yang diusulkan oleh Presiden Republik
Indonesia. Calon-calon yang terpilih disampaikan oleh pimpinan
DPR RI kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden
RIL4

Pada aspek kewenangan MK dalam menguji pengaturan yang
bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam negara
hukum menganut sistem pembatasan kekuasaan (limitation of
power), sehingga setiap lembaga negara memiliki batas
kekuasaan/kewenangan, begitu juga dengan MK. UUD 1945 Pasal
24C didalamnya salah satu wewenang yang dimiliki oleh MK adalah
menguji Undang-Undang terhadap UUD. MK sebenarnya tidak
diperbolehkan memutus pengaturan yang bersifat kebijakan hukum
terbuka, kecuali pilihan-pilihan kebijakan tersebut bertentangan
dengan prinsip-prinsip konstitusi dan merugikan kepentingan
rakyat.

Putusan ini menimbulkan pro-kontra di berbagai ruang publik,
selain itu juga lemah dari segi pendapat hakim konstitusi 4 hakim
dari 9 hakim menolak (dissenting opinion) terkait perubahan masa
jabatan pimpinan KPK.° Idealnya penentuan masa jabatan pimpinan
KPK merupakan kebijakan dari lembaga pembuat Undang-Undang
yang dalam hal ini adalah DPR, namun dalam permasalahan ini MK
mampu menetapkan putusan terkait perubahan masa jabatan
pimpinan KPK. Apakah semua jabatan lembaga negara harus
mengikuti periodesasi 5 tahunan dan dalam penelitian ini peneliti
akan meneliti Polittk Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi

8 M.Nur Latuconsina, “Independensi KPK dan Masa Depan Pemberantasan

Korupsi Di Indonesia”, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media: 2023) hlm 4.

4 Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi”, (Jakarta: Sinar Grafika: 2016) hlm 194.

> Nurbayani, Sinta, “Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Maslahah

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.” Skripsi, Universitas
Islam Negeri Salatiga, 2023.
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Pemberantasan Korpsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
112/PUU-XX/2022.

. Rumusan Masalah

Pada rumusan ini peneliti akan fokus terhadap rumusan masalah

yaitu:

1. Bagaimana politik hukum masa jabatan pimpinan komisi
pemberantasan korupsi dalam putusan mahkamah konstitusi
nomor 112/PUU-XX/2022?

2. Bagaimana akibat hukum dari putusan mahkamah konstitusi
nomor 112/PUU-XX/2022 terkait masa jabatan pimpinan
komisi pemberantasan korupsi?

. Tujuan Penelitian

Penulis menjelaskan tujuan dalam skripsi ini, sehingga akan

tergambar suatu penelitian yang berkualitas. Adapun tujuan

penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui politik hukum masa jabatan pimpinan komisi
pemberantasan korupsi dalam putusan mahkamah konstitusi
nomor 112/PUU-XX/2022.

2. Mengetahui akibat hukum dari putusan mahkamah konstitusi
nomor 112/PUU-XX/2022.

. Kegunaan Penelitian
Diharapkan penelitian ini bermanfaat secara teoritis, praktis dan
bermanfaat bagi kepentingan pengembangan program maupun
kepentingan ilmu pengetahuan.
1. Secara Teoritis
Penelitian ini, diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan,
pengembangan keilmuan tentang Hukum Tata Negara
khususnya dalam politik hukum masa jabatan lembaga negara.



2. Secara Praktis
Penelitian ini, diharapkan untuk rekomendasi kepada
pembentuk kebijakan, pembentuk Undang-undang atau Law
Making, pakar politik hukum, DPR dan pimpinan KPK.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Politik Hukum
Politik hukum menurut Moh. Mahfud MD adalah legal policy
atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan
diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan
penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan
negara.’

Politik hukum adalah cabang yang menarik dan penting
dalam dunia ilmu hukum. Di antara esensinya, politik hukum
memandang keterkaitan erat antara dua unsur utama ini dan
bagaimana mereka saling mempengaruhi. Sebagai salah satu
subdisiplin ilmu hukum, politik hukum membahas pertanyaan
mendasar mengenai bagaimana kebijakan politik dan proses
pembuatan  keputusan pemerintah  berkontribusi pada
pembentukan, pelaksanaan dan perkembangan sistem hukum
suatu negara. Kebijakan politik dan proses politik memiliki
dampak yang signifikan pada kerangka hukum suatu negara.
Keputusan politik, undang-undang vyang dibuat, serta
implementasi kebijakan pemerintah semuanya berdampak pada
sistem hukum dan tatanan hukum yang berlaku. Politik hukum
memungkinkan kita untuk menggali bagaimana hukum berubah
seiring waktu sebagai tanggapan terhadap perubahan politik.’

Namun, interaksi antara politik dan hukum juga bekerja
sebaliknya. Sistem hukum yang ada di suatu negara juga
memiliki dampak langsung pada proses politik dan tatanan

® Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada: 2009), him 2.

" Ahmad Rosandi Sakir, dkk. Politik Hukum Indonesia. Padang: CV Gita
Lentera, 2023, him.1.
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sosial. Hukum membatasi dan mengarahkan tindakan
pemerintah dan aktor politik lainnya. Hal ini termasuk dalam
konteks hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, serta peran
lembaga-lembaga yudikatif dalam menafsirkan hukum. Dalam
pengertian yang lebih luas, politik hukum membantu kita
memahami bagaimana konstitusi dan peraturan hukum
mendasar menciptakan kerangka kerja bagi proses politik.
Konstitusi membagi kekuasaan antara cabang-cabang
pemerintah dan menentukan hak-hak warga negara. Oleh
karena 1itu, politik hukum memungkinkan kita untuk
menjelajahi konsep dasar tentang negara hukum dan kedaulatan
hukum.

Selain itu, politik hukum juga memberikan pandangan
tentang bagaimana lembaga-lembaga politik seperti parlemen
dan eksekutif berinteraksi dalam proses pembuatan undang-
undang dan pelaksanaan kebijakan. Ini termasuk juga peran
penting dari lembaga yudikatif dalam menjaga keseimbangan
kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah. Melalui politik
hukum, kita dapat melihat bagaimana hukum mampu menjadi
instrumen politik dalam masyarakat. Hukum seringkali
digunakan untuk mencapai politik tertentu, baik oleh
pemerintah maupun oleh kelompok masyarakat. Ini
mencangkup isu-isu advokasi hak asasi manusia, perubahan
kebijakan dan perlindungan hak-hak individu.®

Politik hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai
kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk
menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka
mencapai tujuan negara Indonesia yang meliputi struktur
hukum, substansi hukum dan penegakan hukum.

8 Ahmad Rosandi Sakir, dkk. Politik Hukum Indonesia. Padang: CV Gita
Lentera, 2023, hlm.2.
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G. Metode Penellitian
1. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan hukum doktrinal pada
penalaran hukum normatif, atau penyelidikan hukum.
Inventarisasi sumber hukum yang relevan digunakan untuk
menelaah penyidikan ini. Asas-asas serta norma pada peraturan
perundang-undangan yang masih berlaku dan digunakan untuk
aturan pembahasan isu-isu dan berbagai bagian politik hukum
putusan mahkamah konstitusi akan menjadi pokok bahasan
penelitian ini.® Kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian
yang berkaitan dengan politik hukum masa jabatan pimpinan
komisi pemberantasan korupsi dan selanjutnya dihubungkan
pula dengan artikel-artikel terkait.
2. Pendekatan penelitian
a. Pendekatan Perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan merupakan putusan
tertulis yang dibuat, ditentukan serta diberikan kepada
lembaga juga otoritas yang memiliki kapasitas untuk
mengatur  fungsi aturan yang berlaku. Dengan
memperhatikan pedoman UU Nomor 10 Tahun 2004
mengenai pembentuk peraturan perundang-undangan,
merupakan peraturan tertulis yang dirangkai lembaga yang
berwenang dan sebagian besar bersifat terbatas.'* Maksud
di penelitian 1ini adalah undang-undang komisi
pemberantasan korupsi (KPK).
b. Pendekatan Konseptual
Pada dasarnya konsep adalah deskripsi suatu
pemikiran, atau menurut Kant yang dikutip Harifudin
Cawidu adalah deskripsi umum atau dinamis terhadap
sesuatu.’® Sementara itu, menurut Soedjadi, konsep
menggambarkan pikiran sebagai suatu rancangan atau
sesuatu yang dinamis untuk melengkapi pengelompokan
yang nantinya akan disampaikan dalam istilah-istilah

13 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers: 2001) hlm 13-14.

14 Bagir Manan, “Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan
Hukum Nasional”’, Armico, Bandung, 1987, him 13.

15 Harifudin Cawidu, “Konsep Kufi Dalam Al-Quran Suatu Kajian Teologis
dengan Pendekatan Tematik” (Jakarta: Bulan Bintang: 1991) hlm 13.
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tertentu.'® Konsep yang dituju dalam penelitian ini adalah
teori dalam pembatasan kekuasaan.
c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus berkonsentrasi pada kaidah atau
norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan
kasus dikaji sebagai semacam sudut pandang terhadap
suatu permasalahan hukum. Mengingat hal ini, penelitian
yang menggunakan pendekatan kasus memusatkan fokus
penelitian pada yurisprudensi atau, putusan-putusan yang
sudah ditetapkan. Dengan menjadikan tujuan penelitian ini
sebagai bahan (input) terhadap eksplanasi hukum?'’.
Mengenai studi kasus dalam penelitian ini berpusat pada
politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Sumber Bahan Hukum
a. Primer

1) Undang-undang Dasar 1945.

2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-
XX/2022.

b. Sekunder
Materi pembahasan penelitian terkait, seperti artikel
dan jurnal-jurnal tentang masa jabatan lembaga
independen dan mengenai wewenang Mahkamah

Konstitusi dalam Undang-undang.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum
Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur
inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi dan kategorisasi bahan
hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu,
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini dengan studi kepustakaan atau melakukan survei melalui
media web yang berkaitan dengan isu-isu politik hukum masa

16 Harifudin Cawidu, “Konsep Kufi- Dalam Al-Quran Suatu Kajian Teologis
dengan Pendekatan Tematik” (Jakarta: Bulan Bintang: 1991) hlm 13.

" Dr. Drs. Rusdin Tahir, M.Si. Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu
Pendekatan Teori dan Praktik, (Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia: 2023)
hlm 99.
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jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi dalam
putusan mahkamah konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022.18
5. Teknik analisis bahan hukum
a. Analisis preskriptif
Analisis Preskriptif adalah analisis data yang

memberikan rekomendasi tindakan terbaik untuk
mencapai  tujuan  tertentu, analisis  preskriptif
menggabungkan semua analisis sebelumnya untuk
menentukan tindakan untuk mengambil masalah atau
keputusan saat ini.

b. Logika Hukum

Logika Hukum adalah logika khusus yang

digunakan dalam melakukan suatu pemikiran, penalaran
untuk menarik suatu konklusi atau simpulan-simpulan
tentang hukum.’® Munir Fuady, menyatakan bahwa
logika hukum (legal reasoning), logika hukum dalam arti
luas, berkaitan dengan aspek psikologis yang dialami
oleh hakim dalam membuat suatu penalaran dan
keputusan hukum. Dalam arti sempit , logika hukum
dihubungkan dengan kajian terhadap suatu putusan
hukum dengan cara melakukan telaah terhadap model
argumentasi, ketepatan, dan kesahihan alasan pendukung
putusan, serta hubungan logis antara pertimbangan
hukum dengan putusan yang dijatuhkannya.?

H. Sistematika Pembahasan
Penyusunan sistematika penulisan penelitian ini, memuat beberapa
bab diantaranya:
1. BABI

Bab I berupa pendahuluan yang mencangkup latar belakang
masalah dari persoalan yang dijadikan analisis dalam
penelitian, rumusan masalah sesuai dengan latar belakang,
tujuan dari penelitian ini, manfaat dari penelitian yang
didapatkan, dan metode penelitian serta sistematika
penulisan.

18 http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20IIL.pdf, 15 Februari 2024.
1 Dr. Nurul Qamar,S.H., M.H., Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum.(

Makasar: CV. Social Politic Genius:2018) hlm 2.
20 Dr. Nurul Qamar,S.H., M.H., Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum,(
Makasar: CV. Social Politic Genius:2018) hlm 13.


http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf
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2. BABII

Bab II menguraikan terkait landasan teori yang digunakan di
dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memecahkan
persoalan dan permasalahan yang dihadapi dan dilandasi
dengan peraturan perundangan oleh putusan MK Nomor
112/PUU-XX/2022 serta tinjauan umum KPK, dan
kewenangan MK.

. BABIII

Bab III yaitu hasil penelitian, merupakan pemaparan hasil
penelitian normatif yaitu politik hukum masa jabatan
pimpinan komisi pemberantasan korupsi dalam putusan
mahkamah kontitusi nomor 112/PUU-XX/2022, yang sesuai
dengan rumusan masalah dan apa yang menjadi penyebab
terjadinya politik hukum.

BAB IV

Bab IV merupakan analisis yang membahas mengenai hasil
penelitian, memuat penjelasan lebih lanjut dari hasil
penelitian mengenai bagaimana akibat hukum dari adanya
putusan mahkamah konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022
terkait masa jabatan pimpinan KPK.

. BABV

Bab V merupakan bab terakhir yaitu penutup, membahas
terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan bisa ditarik setelah
melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, pada
dasarnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.



BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis mengenai Politik
Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022
diantaranya menguji Pasal 34 UU KPK, MK berwenang mengadili
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bahwa
dalam pengujiannya MK mengubah norma Pasal 34 masa jabatan
pimpinan KPK menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya
untuk sekali masa jabatan. Jadi politik hukum dalam putusan MK
tersebut terkait masa jabatan pimpinan KPK yaitu perubahan masa
jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun, menurut Mahkamah hal itu
bisa dikesampingkan dengan alasan moralitas, rasionalitas dan
menimbulkan ketidakadilan yang intorable. Pertama, Mahkamah
Konstitusi dalam perannya sebagai negative legislator, seyogyanya
tidak berperan sebagai positif legislator dengan merumuskan pasal
34 dengan merubah makna norma baru di dalam pasal tersebut. Hal
ini menempatkan MK merumuskan peran utamanya sebagai
pengawas konstitusi, akan tetapi lebih berperan sebagai pembuat
UU (legislatif). Kedua, terkait keadilan dalam kesetaraan masa
jabatan terhadap lembaga yang lainnya, sejatinya masa jabatan
lembaga negara tidak harus sama, masa jabatan lembaga negara
ditentukan berdasarkan fungsi, tujuan, dan kebutuhan masing-
masing lembaga negara. Ketiga, kekuasaan lembaga negara/komisi
telah diatur dan dibatasi sesuai dengan konstitusi, apabila
kekuasaannya tidak terkontrol maka terjadi kesewenang-wenangan,
hal itu berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan, instabilitas
politik, keterpurukan hukum dan kehilangan masyarakat. Secara
faktual desain kelembagaan telah disesuaikan dan diatur sedemikian
rupa dan apabila ada perubahan tentu dasarnya apakah
menimbulkan dampak terhadap kelembagaan serta dasar efisiensi
yang tidak terkonstruksi berdampak akan pada kelembagaan KPK.
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Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah
Konstitusi berakibat pada transformasi masa jabatan pimpinan KPK
yaitu 5 tahun, dikarenakan masa jabatan 4 tahun tidak adil apabila
disamakan dengan masa jabatan lembaga negara lainnya, tidak
hanya itu juga telah menyebabkan diskriminasi. Selain itu, setelah
putusan MK ini batas minimal calon pimpinan KPK menjadi 50
tahun dan usia maksimal tetap 65 tahun.

Saran

Berdasar pada pembahasan yang telah diterangkan pada bab
diatas maka dalam hal ini peneliti memberikan saran diantaranya
1. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya apabila

menemui pengujian yang sama lebih berhati-hati dalam membuat
interpretasi hukum dan untuk tidak cenderung mengubah masa
jabatan yang telah diatur dalam UU tanpa landasan yang kuat.
Kedua, selanjutnya MK harus lebih jelas dalam menjelaskan
argumen dibalik putusannya dan mengedepankan kepentingan
publik, hal ini agar masyarakat dapat memahami dasar hukum
dan konstitusionalitas putusan dari MK. Ketiga, MK perlu
memahami betul permasalahan yang akan diuji apakah ini suatu
kewenangan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) atau
ini ranahnya MK. Dan Mahkamah Konstitusi harus menjaga
independensi dan imparsialitas dalam membuat putusan.
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